LEMBARAN DAERATR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II EKEBUMEN
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1897
TENTANG
TERMINAL MOBIL Bétﬁbb
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II KEBUMEN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. kanwa dslam rangiks usana meningkatkan -

L
keselamatan, keamanin, Eetertiban dan
. kelancaran arus lalu lintas. makas perlu
tur tempat-tempat untuk parikir dqan

atau kegilatan vpongksr muat barang bagil
mobil barang di Wilsvan Kabupsaten Daerash
Tingkat 1I Kebumen ;

L. pahws untuk melaksanskan maksud terseout
di atas, meskas perluv menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kevumen tentang Terminasl Mobil Barasng di
Wilavan Kabupaten Deeranh Tingkat 11
Kebumen.
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Undang-undang Nomer 13 Tahun 185 t
tang FPembentukan Daeranh-daerah Kaouma
Dalam Lingkungan Fropinsi Jaw
jo. Feraturan Pemerintan Nomor 32

1980 tentang Fenetapan mulal berlak
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ;
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Undang-undang Nomor 1Z/0rt. Tanln 185

tentang Feraturan Umum Retribusi Daeran

(Lembaran Negara Kepublik Indonesia

Nomor 57 Tahun 1857, Tambahan Lembaran
) 3

Negara Republik Indonesia Nomor 1288

Undang-undang Nomor & Tahun 1974 tentansg
Fokoli-pokok Femerintahan di Daerah (Lem-
baran Negara Xepurlik Ingonesia Tahun
1874 Nomeor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037) ;

Undanﬁ—undang Nomor 13 Tahun 1880 ten-
tang Jalan (Lembaran DNegara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 83. Tambahan
Lembaran Negara Kepruklik Indonesia Nomor
3186) ;

Undang-undang Nomeor 14 Tahun 1839Z ten-
rtang Lalu Lintas acan Angkutan dJalan
{ Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 19892 Nomor 4S. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480)

Feraturan Femerintah Nomor 5 Tahun 1872
rentang Fengurusan, Fertanggungjawaban
dan Fengawasan Keuangan Diaerah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nemor 5) ;

Peraturan FPemerintah Nomor Z£ Tahun 1%58&

TLentansg . .........
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tentang- Jalan (Lembaran Negara Repupl
Iindonesia Tahun 1385 Nomor &85, T ]
Lembaran Negara Kepublik Indonesi
3292y ;

Feraturan Femerintanh Nomor ZZ Tahun 1880
tentang Fenyerahan ocebagian Urusa
Femerintahan dalam Eidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan kepada laerah Tingkat
I dan Daerah Tingkat 11 (Lembaran legara
Republik Indeonesia Tahun 1890 Nomor ZE8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 3410) ;

)
M

Feraturan FPemerintan Nomor 41 Tahun 158C

tentang tentang Angkutan Jalan (Lemoarar
Negara Kepublik Indonesia Tahun 1883
Nomeor 5%, Tambahan Lembaran Negara
Repuklik Indonesia Nomor 35Z27) ;

Peraturan Femerintah Nomor 43 Tahun 1983
tentang Frasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 19893 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 35285

Keputusan Menteri FPerhubungan Nomor -
KM.89 Tahun 1993 tentang FPenyelenggaraan
Angkutan BHarang di Jalan ;

Kerutusan Menteri Dalam Negeri Nomor &4

Tahun 1893 tentang Bentuk Feraturan
Daerah dan FPeraturan Daerah Ferubahan

Keputusan Menteri Ferhubungan Nomor 3
Tahun 1887 tentang Terminal Transportas
Jalan 3
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i4. Instruksi .......
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I Jawa Tengah Nomor : 137/1975/C Tahw
146,13
1875 tentang Tempsat Pemberhentian Truk ;

Instruksi Gubernur EKepala Daerah Tingkat
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eraturan Daerah Kabupsten Daerash Ting-
kat II EKebumen Nomor 3 Tahun 13833 tTen-
tang Penvidik Pegawai HNegeri 3ipil
lingkungsn Pemerintzh Eabupsten Daser
Tingkat II Kebumen (Lembaran Daer
Kabupaten Daerah Tingkat I1II EKebum

Tahun 1985 MNomor 7)) ;
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vran Daerah Kabupaten Daeran Ting-
i1 Kebumen Nomor 5 Tanun 1990 ten-
g Penyertaan Modal Daserah Tingkat I1
bumen Pada Pihsk EKetiga {(Lembaran
eranh Kabupaten Daeran Tingkat 11
bumen Tahun 18931 Homor 7).
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ngan FPersetujusn LDewsan Perwskilan Rakvat Daer
n D hh Tingkat I1 Kebumen
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MEMUTUGS K AN

.Menetapkaﬂ : PERATURAN DAERAH KABUFATEN UAERAh TINGEAT
I1 EKEBUMEN TENTANG TERMINAL MOBIL BARANG
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH LLN'KAL L
KEBUMEN.

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1ini yang dimaksud
dengan :

Aa. DAaBraln :..-:::::3
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Dlaeranh ialah Kabupaten Daerah Tingikat 11 -
Kebumen ;

Femerintah Diaerah ialan Femerintah Kabupaten
Diaerah Tingkat I1 Kebumsn ;

Bupati Kepala Daerah ialan Pupati Kepala -
Daeran Tingkat 11 Kebumen :

I'inas Fendapatan Dlaerah ialah I'inas Fendapa-
tan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kebumen ;

Dlinas LLAJR adalah Cabkang Diinas Lalu Lintas
Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Kaburaten Kebumen ;

Mobil Barang ialah setiap kendaraan bermotor
selain sepeda motcor, mobil penumpang dan
mobil bus ;

Terminal Mobil Barang ialah tempat/lokasi
vang disediakan oleh Femerintah Iwaerah yang
digunakan untuk pemberhentian, parkir,
istirahat dan atau bongkar muat barang bagi
mobil barang ;

Kas Daerah ialah Kas Daeran Kabupaten Diaerah
Tingkat 11 Kebumen.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan diadakan terminal mobil
barang ialah :



a. Untulk keselamatan., keamanan, ketertiban
dan kelancaran arus lalu lintas ;

b. Untuk mengurangli kerusakan Jalan ;
c. Untuk menggali sumber pendapatan lDaerah.

lalam pelaksanaannya Femerintah Daerah aca-
rat bekerja sama dengan Fihak Ketiga.

BAB 111
LOKASI. SARANA DAN FASILITAS
TERMINAL MOBIL BARANG
Fasal 3

Lokasi Terminal Mobkil Barang akan ditetap-
kan lebin lanjut oleh Bupati Kepala laerah.

Lokasi Terminal mebil barang diberi batas
dan Jjalur pemisah yang Jjelas dengan milik
orang lain di sekitarnya.

Terminal mobil barang dilengkari dengan
sarana dan fasilitas antara lain tempat
istirahat., mushola, warung makan, kamar
mandi, kamar kecil. tempat cuci kendaraan
dan fasilitas penunjang lainnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
TERMINAL MOBIL BARANG
Pasal 4

Terminal Mobil Barang digunakan untuk tempat
remberhentian, parkir, bongkar muat, istirahat,

gudang ...... P
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gudang dan penggantian intra dan antar Jjenis
transportasi.

Fasal ©

(1) Setiap mobil barang yang melintasi terminal
]

mobil barang dapat maszuk ke dalam Terminal
Mobil Barang.

(Z) Setiap mobil bharang dilarang parkir di bahu
jalan dan di luar tempat yang telah diten-
tukan.

(33 Setiap pengemudil dan awak mobil barang yang
masuk ke Terminal Mobil Barang diwajibkan
ikut serta memelihara keamanan. ketertiban.,
kebersihan, keindahan dan kesehatan ling-
kungan terminal mobil barang.

4 i

Fasal &

Jetiap pemanfaatan fasilitas di lingkungan
terminal mobil barang dilarang melakukan kegia-
tan vang dapat mengganggu. membahayakan keama-
nan lalu lintas, menimbulkan kerusakan terminal
mckil barang, melakukan perbuatan asusila,
berjudi, minum minuman keras dan sejenisnya.

BAB V
TARIFP RETRIBUGSI

Lo d

Pasal 7

Semua mobil barang yang menggunakan dan atau
rarkir di terminal mobil barang dikenakan
retribusi sebagai berikut :
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ohil barang yvang parkir selama 0 - 24 Jam -

dikensksn tarip -

1. Untulk meobil barang yang hersumbu dua be-
roda empat sebesar Rp 250,00 {(dua ratus
lima puluh rupiah) ;

2. Untuk mobil barang yang bpersumbu dua be-
roda enam sebesar Rp 500,00 (lima ratus
ruriah) ;

. uUntuk meobil barang yang bersumbu tiga -
besertc kereta gandengan/stempel sebesar

Rp 1.000,00 (seribu rupiah}.

< 2

Meobil barang vang parkir lebih daril Z4 jam -
dikenakan tarip per hari
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1. Untuk mobhil barang vang bersumbu dua be-—
roda empat sebesar Hp 500,00 (lima ratus
rupiah) ;

Z. Untuk mobkil barang yvang hbersumbu dua be-
roda enam sebesar Rp 1.000,00 (seribu
rupriah) ;

(%)

. Untuk mobil barang yang hersumbu tiga -
beserta kereta gandenganstempel sgsebhesar
Rp 2Z.000,00 (dua ribu rupiah).

Felaksanaan premungutan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b Fasal ini dilakukan oleh
Dinas Fendapatan Daerah, kscuall pengelo-
laannyva oleh FPihak Ketiga.
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Fasal

Setiap orang dan atau badan usaha yang melalksa-
nakan kegiatan usaha di lokasi terminal mobil
tarang haik secara tetapr, harian maupun musiman
dikenai pungutan sesual dengan ketentuan vang
rerlaku yang dilakukan oleh Dinas Fendapatan
Liaerah.

Fasal &

B
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(1) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Fasal
dan Fasal & Feraturan Dlaerah ini harus
disetor secara keseluruhan pada Kas Daerah.

(Z) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pa-
sal ini dikecualikan apabila pemungutan
retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7
Feraturan Dlaerah ini dilaksanakan kerja
sama dengan FPihak Ketiga.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN
TIAN PENGAWAZSAN
Pasal 10

Felaksanaan Feraturan Daerah ini dilakukan olehn
Ilinas-dinas TeknissInstansi vyang ditunjuk
Burati Kepala Daerah.

Pasal 11

Fengawasan pelaksanaan Feraturan laerah ini
dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Xebumen.
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Fasal 12

Haranz siapa karena kelala
ketentuan Fasal 4, &, dan £ Feraturan
ini diancam pidana kurungan sze

tenam) bulan atau denda setingg]

Rp 50.000,00 (ilima puluh ribu rupi

Pasal 13

Selain Fejabat Fenyidik Umum yang bertugas
menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud Fasal 12 Feraturan
Daerah ini dapat Juga dilakukan oleh FPeJdahart
Fenyidik Fegawai Negeri Sipil di lingkungan
Femerintah Daerah yang rengangkatan., kewenangan
dan dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan
sesuai dengan Feraturan FPerundang-undangan vang
berlaku.

BAE VIII
KETENTUAN ENUTUR
Pazal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Feraturan
Dlaerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala
Dlaerah.

o

Fasal 1

Feraturan Daerah ini mulail berlaku pada tanggal
diundangkan.

AZaY ...
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Agar supayva setiap orang dapat mengetahuiny
memerintahkan pengundangan Feraturan Dae ;!
dengan prenempatannya dalam Lembaran Daerahn
Kabupaten Dlaesrah Tingkat 11 Kebumen.

Ditetapkan di Eebumen
rada tanggal © FPebruari 199
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUFATI KEFALA "rAERAH
KABUFATEN DAERAH TINGEKAT I1I KEBUMEN TINGEAT I1 KEEUME

Ketua.
t.t.8 G B
H. ZAISAL SIPIET H. AMIN S0ELIBYQ

Disahkan oleh Gubernur Kepala Diaerah Tingkat
Jawa Tengah dengan &Surat Keputusan tanggal 2
Agustus 1997 Nomor : 188.3/307/1897.

«] +—

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Diaerah Tingkat II Kebumen Tahun 13997 Nomor 15
Seri B Nomor & pada tanggal & Nopember 1597

‘ SEKRETARIGS WILAYAH/DAERAH
TINGEAT II KEBUMEN

Trs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMEBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1537

TENTANC

Gl

TERMINAL MOBIL EARAWG
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT II KEBUMEN

PENJELASAN UMUM.

FPada dewasa ini di Jjalan dalam wilayvah EKabu-
paten Daerah Tingkat I1I Kebumen banvalk moblil barang
vang mangkal di =sembarang tempat. khususnya pada
bahu Jjalan. sehingga selaln menggangsgu kelancaran
arus lalu lintas Jjuga dapat merusak bahu jalan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

emerintah Kabupaten Ilaerah Tingkat II Xebumen

: lu mengatur dan menertibkan tempat parkir mobil-
mobil bparang yang masuk dan atau melintasi Jjalan-
Jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebu-
men. dalam wujud penyediaan terminal mobkil barang.
Dengan demikian mobil barang yang ada atau melinta-
si di wilayvah Kabupaten [laerah Tingkat I1 Kebumen
dapat parkir dengan tertib dan teratur. i samping
itu dengan pengaturan tersebut dihararkan Jdapat
menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah yang
cukup potensial untuk meningkatkan FPendapatan Asli

Daerah {(FAD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas. maka
rerliu menetarkannya dalam FPeraturan laersh.

II. PENJELAGAN .........
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PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 s/¢
Pasal Z : Cukup jelas.
Pazal o
ayat (1) : Cukup Jelas.
ayvat () - Yang dimaksud dengan batas di -
aini adalah pagar yang memisan-
kan antara tanah milik masyara-
kat dengan terminal mokil bar-
ang.

- Yang dimaksud dengan Jalur pe -
misah di sini adalah Jalan vang
menuju terminal mobil barang.

ayvat (3) Yang dimaksud tempat istirahat -
adalah tempat untuk istirahat awak
mobil bkarang berupa tempat duduk
atau ruangan yang tidak bersekat.
Passl 4 : Cukup Jjelas.
Pasal D
ayat (1} Yang dimaksud dengan setiapr mobil
barang di =sini tiada terkecuali
bagi mobil barang berplat merah
dan mobil untul Hankam/ABRI.
ayat (Z) s/d -
ayat (39 : Cukup jelas.
Pasasl B8 s/4 -
Pasal 15 1 Cukup Jjelas.
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